
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran     

dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, 
antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja,   

antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek     
belanja; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab VI 

huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77      
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu berupa kondisi 
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik 
ditingkat nasional atau daerah, dalam rangka  mendukung 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan dampaknya, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah 

dengan diberitahukan kepada  pimpinan  Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 
Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan 

pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan  pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan  belanja prioritas 

lainnya yang ditetapkan 8% (delapan persen)  dari  alokasi  
Dana  Alokasi  Umum  (DAU); 
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d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab III 

huruf D angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, bagi 
belanja tidak langsung penyaluran   Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 
Kesetaraan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara 

Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dilaksanakan dengan  mekanisme  hibah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Tahun  Anggaran  2021; 

Mengingat                

     

:              1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953   Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang       Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang         Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679);    

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4028);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor  4575);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5165);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6041);     

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang   Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019   Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  6323);  
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16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  57); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun       2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  

754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor  1067);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun  2020  Nomor  1777);  

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah   (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  737); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana   Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2021  Nomor  149); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 

01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 

03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Banjar  
Nomor  3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun   2016  Nomor  

13); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun  2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar  
Tahun  2020  Nomor  7); 

30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020      tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar  Tahun  2021  
Nomor  21); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 73 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA  DAERAH  TAHUN  ANGGARAN  2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun    

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 73) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan: 
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a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah  

Kabupaten  Banjar  Tahun  2021  Nomor  7); 

b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah  Kabupaten  Banjar  Tahun  2021  Nomor  21); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

1. Pendapatan :  
a. Pendapatan Asli Daerah : Rp212.958.509.185,00 
b. Dana Transfer : Rp1.460.484.335.769,00     

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah : Rp51.483.211.037,00 
Jumlah Pendapatan : Rp1.724.926.055.991,00 

 
2. Belanja : 

a. Belanja Operasi  

1) Belanja Pegawai : Rp838.715.200.267,00 
2) Belanja Barang dan Jasa : Rp499.415.207.102,00 
3) Belanja Hibah : Rp40.480.401.438,00 

4) Belanja Bantuan Sosial : Rp4.509.909.500,00 
 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah : Rp2.425.000.000,00 
2) Belanja Modal Peralatan Mesin : Rp48.347.898.802,00 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp47.518.999.050,00 
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi : Rp102.943.912.555,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp2.746.425.300,00 
 

c. Belanja Tidak Terduga  

1) Belanja Tidak Terduga : Rp4.000.000.000,00 
 

d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil : Rp7.772.170.618,00 
2) Belanja Bantuan Keuangan : Rp329.780.373.400,00 

Jumlah Belanja  : Rp1.928.655.862.032,00 
    Surplus/(defisit)           : (Rp203.729.806.041,00) 
 

3. Pembiayaan :  
a. Penerimaan : Rp206.329.806.041,00 

b. Pengeluaran : Rp2.600.000.000,00 
-------------------------------- 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp203.729.806.041,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  Rp0,00 
tahun berkenaan  

 

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari  Peraturan  Bupati  ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

 
Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 2 Juni 2021                            
 
BUPATI BANJAR, 

 
         Ttd 
 

SAIDI MANSYUR 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 2 Juni 2021                      
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

                               Ttd 
 

MOKHAMAD HILMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 27 

 


